PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E)

OLEH

NOVITA AL ULANDARI
NIM: 1516140063

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BENGKULU

2020/1441 H



-«l‘(‘wllw,“v- te ‘ 3 oy
\-vw}ow repay u:v.rémnn. ‘.‘".V : \ .w:ulm\'ﬂ{
plrm !b:aﬂkn’m‘ahu.m ‘ : .xw.n.,,. nuq W"”"’“" e
"l"&‘leﬁ‘u“r' =

T E TS BT 0 Al

3—%‘)“!{’5’ ',-q ,&ﬁa'vb- LRV RSER

N or i 3 - .‘n‘r w.‘_- “vnm, SO0 V
j ‘ L A -Wfq!‘hn

PR »J'S"‘NM

m:’., .‘,ua‘

t xi-;.:kd-,.v. ¥ o 9-»..,,;.,9

;:::x }.11(;. o4 ‘\nv':vt‘:l .o
L
i)

u..‘ -_t,-,)?-“’ru wumur,:« 7

"'blff‘\!" llh—u-."
i

e hr 4 rv emnba mp e et et
'-,.43, a-.shu—t@'.t»\\.u,vwbh J‘.ﬁlwx{? ﬁ\"l“" 1-!,::,.»
SRy /"{v_ e . ,;t.Lx ‘
= \Qz@uu.wh?‘é

yH
N \zm:ng-a—-» el L & n\orlir-?f\
s—:ﬁ—m?-o%«pu ) Rlxl"f‘ e
ww:?«ﬁu)tm‘" -mmwfaﬂ“é “o‘
«ga—-ﬂs}--:‘g -
WAk V—‘L:»ulu\’u”'
Al

‘.ms\ma ,_‘..L...,a

UL

WWWM
IP('hA y
" 1 P SENGELAL

LY N .‘lm,w%nm—au}m tread
. ‘7

‘""“‘TL"“""'"\WWM
qv!\l e A e ) ;;« STt -u;m«w,».\u 1
R mvyvr;@pm\(. ‘.\v‘,eu. st .fik\a‘>¢wm~m .wl't\({
. (= .

— e . L VI




A “mmmmmmmmm

1AM NIEOES) BENCILILLS N TITOT AZARA S AN NEGER! BENGKULL INSTITUT ATRAMK 1BLEM NESER| BENOMLILL
EELAM RECEH; BENGILLL WESTITUT AGAMA SUMS REQESS EENORULL INSTITLI ASAMA IS0 AL WETEIY SN0 L

_,Mmmmmmmmmmmmm
MO NECERT BENUKULL INSTITLIT ATANM MIZAM NESES SEROKLE U INSTITUF ACAMA (DLAM NECTH: BENRIL

: g




MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 6)

“Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabarv, sisi

yang lain adalah bersyukur kepada Allah ”
(Ibnu Masud )
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Dengan ini says menyatakan bahwa :
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tercantum  scbagai acuan di dalam naskah ssys dengan disebut nama
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ABSTRAK
Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah
(Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)
Oleh Novita Al Ulandari, NIM 1516140063

Pada Penelitian ini terdapat dua tujuan: (1) Untuk mengetahui peran
Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu. (2) Untuk
mengetahui proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik data primer berupa observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Dewan Pengawas Syariah
(DPS) pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu secara general sudah melakukan
perannya, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan benar atau tidaknya
produk salam perbankan tersebuat sesuai dengan prinsip syariah. (2) Proses
pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu memiliki beberapa
tahapan, calon DPS harus memiliki sertifikasi DPS, kemudian bank tersebut
mengajukan calon DPS kepada OJK, selanjutnya pihak OJK melakukan proses
wawancara kepada calon DPS, jika calon DPS tersebut memenuhi kompetensi
yang sesuai dengan klasifikasi maka calon DPS tersebut diangkat menjadi DPS
oleh pihak bank.

Kata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa
pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya
dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.*

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan
moneter telah menimpa negara kita, dengan adanya krisis keuangan dan
perbankan telah memberikan pelajaran bahwa sistem perbankan syariah
ternyata memiliki daya tahan menghadapi krisis dan hal ini mendorong
semakin intensifnya pengembangan perbankan syariah yang sebenarnya telah
dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No.7
tahun 1992 tentang Perbankan.?

Peran Dewan Pengawas Syariah tentu saja sangat penting bagi

sebuah lembaga, baik profit maupun non profit. Sebab pada saat ini, ada

! Marihot Tua Efendi Hariandja. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Grasindo,
2015), h. 69
’Marihot Tua Efendi Hariandja. Manajemen Sumber ..., h. 69



sekian banyak permaslahan yang bersifat subhat dan kompleks, sehingga kita
semua ini membutuhkan advidsor atau counselor yang terkait dalam masalah
halal dan haram. Sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya
sangat kurang. Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat
ke Islaman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali
tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-
detail masalah dari sudut pandang hukum Islam atau syariah, tentu bukan hal
yang sederhana. Sebab jumlah ulama yang ahli dibidang ekonomi Islam
sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak

Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah itu bukan sekedar
sebagai penasehat hukum posistif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam.
Maka Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan
untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan
apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal
ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh peranan Dewan Pengawas
Syariah agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syari’ah.

Untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syari’ah tersebut perlu
adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah
(DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana
hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus

DSN-MUIL. Di dalam praktek perbankan Islam saat ini, salah satu cara yang



paling penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
kepatuhan syari’ah adalah melalui komponen laporan tahunan keuangan
syari’ah. Menurut pakar keuangan syari’ah yaitu Abdul Karim berpendapat
bahwa sebuah laporan keuangan syari’ah dapat dikatakan benar apabila :
dapat meyakinkan pembaca atau praktisi keuangan islam bahwa sebuah
laporan keuangan lembaga tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip
syari’ah. Beliau juga menyatakan bahwa apakah seorang auditor bisa
mengakses semua dokumen dan catatan yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tugas mereka. Laporan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari
perspektif syari’ah.3

Peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah, memiliki
hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni
risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko
likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip
syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh
Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan
bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat
ini telah diatur dalam PBI No. 7/46/PBI1/2005 tentang Akad Pengumpulan dan
Pembayaran untuk Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.*

PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu adalah Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah ditutup secara resmi oleh Otoritas

® Ismail. Perbankan Syariah. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015),h.33
* Ismail, Perbankan Syariah...,h. 33



Jasa Keuangan (OJK) terhitung 31 januari 2019. Kepala kantor OJK Regional
VIl Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Panca Hadi Suryatno, di
Bengkulu, Kamis (31/1) mengatakan, penutupan BPRS Safir Bengkulu
berdasarkan surat keputusan (SK) Dewan Komisioner OJK No. KEP-
15/D.03/2019. la mengatakan, BPRS Safir Bengkulu sejak 7 September 2018
sudah masuk dalam kategori pengawasan khusus oleh OJK, karena Bank ini
memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari
4 persen. Panca menambahkan, manajemen BPRS Safir Bengkulu dinilai
lemah, karena tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan
usaha termasuk pemberian pembiayaan.®
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan
penelitian tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan
Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu)”.
B. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah di atas agar tidak melebar maka peneliti
membatasi permasalahan pada BRI Syariah Cabang Bengkulu dan penelitian
juga dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu. Pengambilan lokasi ini,
karena menurut hasil survei awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa Dewan
Pengawas Syariah yang ada pada BRI Syariah terkadang memiliki hambatan
untuk datang langsung ke kantor sehingga tidak memaksimalkan Kinerja.
sedangkan pengambilan lokasi di Otoritas jasa keuangan karena Dewan

Pengawas Syariah berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan seperti

® Usmin, OJK Tutup BPRS Syafir Bengkulu, dikutip dari https://www.beritasatu.com pada
hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, Pukul 22.55 WIB



https://www.beritasatu.com/

tertera dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2014.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari
permasalahan ini adalah:
1. Bagaiman peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di
BRI Syariah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BRI
Syariah Kota Bengkulu?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan
Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di
BRI Syariah Kota Bengkulu.
E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis
Penelitian ini memberi informasi tentang fakta praktek Dewan
Pengawas Syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam
mengawasi Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan pengetahuan atau rujukan bagi semua pihak yang
ingin mendalami ilmu perbankan khususnya peran Dewan Pegawas

Syariah.



2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi kinerja
sistem perbankan agar berkembang lebih baik lagi terkhusus peran
Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan pengawasan dalam

Lembaga Keuangan Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Wahyudi Penelitian ini mengkaji tentang peranan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif
perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini
mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal, dengan
menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) sejarah / historis; (ii)
Fikih / filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Selain itu,
pendekatan diselaraskan juga diperlukan untuk penyelarasan legislatif dengan
filsafat Islam dan filsafat perlindungan konsumen. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh
DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik,
sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-
benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus
diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan
syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat
berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan Dewan Pengawas Syariah

yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi



operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap
menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.® Perbedaanya dengan
penelitian terdahulu adalah peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap
praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindangan konsumen dalam
perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas
tentang peran Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Arishanti dengan judul Fungsi
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis)
menganalisi kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi
pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY. Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis isi (content analysis) menjadi titik berat analisisnya
adalah elemen isi materi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan fungsi Dewan
Pengawas Syariah yang akan diolah dan disimpulkan dengan logis dan dengan
bahasa yang mudah dimengerti dengan menggunakan metode Kualitatif. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah
dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik, dimana
dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah,
melakukan penilaian, pelaporan tentang operasinal dan praktek Perbankan
Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan
dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN,

semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan

Wahyudi, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah
yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Skripsi
FakultasEkonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017



DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan
syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.’perbedaannya
dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang Fungsi Dewan
pengawas Syariah (DPS) terhadap perbankan Syariah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis
kesesuaian antara peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS
di perbankan Syariah DIY, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh
peneliti yaitu tentang Peran Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu.
Zulkufly Ramly dan Nurusysyifa Datuk Haji Mohamad Nordin
yang berjudul Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk
Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia. Penelitian ini
membahas efek moderasi dari Dewan Pengawas Syariah (SSB) pada hubungan
antara dewan independensi dan komite risiko (RC)pengambilan risiko
independensi dan bank syariah di Malaysia dari 2010 hingga 2015. Penelitian
ini menyoroti empat temuan penting: (1) keahlian SSB dalam Syariah dan
bidang terkait perbankan menurunkan risiko kredit, (2) independensi dewan
yang lebih tinggi cenderung mengurangi risiko kredit ketika SSB terdiri dari
penasihat Syariah dengan keahlian di bidang Syariah dan yang terkait dengan
perbankan, (3) independensi RC yang lebih tinggi cenderung mengurangi
risiko kredit ketika SSB terdiri dari penasihat Syariah dengan keahlian di

bidang Syariah dan yang terkait dengan perbankan dan (4) efek pengurangan

"Arishanti. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisi kesesuaian
antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY.
Jurnal ekonomi no. 5 vol. 7. 2018



RC pada risiko kredit tergantung pada partisipasi yang lebih tinggi dari
perempuan Penasihat Syariah di SSB. Studi ini menunjukkan bahwa sumber
daya dalam hal pengalaman berharga yang dibawa oleh penasihat SSB ke 1B
dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan tipikal seperti independensi
dewan dan RC seperti yang disarankan oleh literatur tata kelola perusahaan
bermanfaat untuk mengendalikan pengambilan risiko dalam IB Malaysia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan teori agensi dan
pandangan ketergantungan sumber daya dalam studi tata kelola
perusahaanmenghasilkan hasil yang lebih bermakna.®perbedaannya yaitu
peneliti terdahulu membahas tentang efek moderasi dari Dewan Pengawas
Syariah (SSB) pada hubungan antara dewan independensi dan komite resiko
(RC) pengambilan resiko independensi dan bank syariah di Malaysia dari
2010 hingga 2015, sedangkan penelitian ini membahas tentang Peran Dewan
Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan

menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya.’® Dalam penelitian

8Zulkufly Ramly dan Nurusysyifa Datuk Haji Mohamad Nordin yang berjudul Sharia
Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in
Malaysia. International Journal of Economics and Financial Issues, 2018
® Sukardi. Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Aksara,2009)h.78



deskriptif ini digunakan untuk memperoleh deskripsi tentang peran
Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.
b. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan
menginterpretasi peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan
Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu.
2. Waktu dan Lokasi Penelitian
a. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan mulai dari  bulan Januari 2019 s/d
Desember 2019.
b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Bengkulu dan Otoritas Jasa
Keuangan Bengkulu. Pengambilan lokasi ini, karena menurut hasil
survei awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa Dewan Pengawas
Syariah yang ada pada BRI Syariah terkadang memiliki hambatan untuk
datang langsung ke kantor sehingga tidak memaksimalkan Kkinerja.
sedangkan pengambilan lokasi di Otoritas jasa keuangan karena Dewan
Pengawas Syariah berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan seperti
tertera dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2014.
3. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang memberikan informasi pada saat

penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Merco

10



Pratama selaku account officer PT. BRI Syariah dan Staf Otoritas Jasa
Keuangan bagian Staf Pengawasan Perbankan yaitu Aulia Rahmawati.
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data
1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Bapak
Merco Pratama selaku account officer PT. BRI Syariah dan Staf
Otoritas Jasa Keuangan bagian Staf Pengawasan Perbankan yaitu
Aulia Rahmawati. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh
dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada
informan yaitu Bapak Merco Pratama selaku account officer PT.
BRI Syariah dan Staf Otoritas Jasa Keuangan bagian Staf
Pengawasan Perbankan yaitu Aulia Rahmawati.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan
yang akan dibahas, yaitu berupa referensi yang digunakan peneliti dan
jurnal serta skripsi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Selain
itu data sekunder juga data yang diperoleh dari Bank syariah Kota
Bengkulu seperti profil, data informan yang terdiri dari nama
informan dan jabatan, struktur organisasi.
b. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:
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1) Observasi
Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian adalah
melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian tentang
peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah kota Bengkulu.
2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan  penulis  menggunakan
wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak
merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki
pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat
jawabannya kepada narasumber. Waktu wawancara disesuaikan
dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. Selama
proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk

menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan
menyimpan berbagai data penting yang di hasilkan oleh kegiatan.
Kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk

mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan model analisis

interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian datadilakukan
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bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data,
yaitu:'°
a. Data Reduction ( Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi
akan memberikan gambar yang lebih jelas tentang peran Dewan
Pengawas Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan
peralatan elektronik. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data
yang didapatkan dari hasil penelitan dan melakukan pemilihan terhadap
peran DPS di BRI syariah kota Bengkulu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan
sejenisnya. Setelah dilakukan reduksi, peneliti sudah mendapatkan data
penting dan yang dperlukan untuk di analiss kemudian data di sajikan.
Data yang didapat dari hasil penelitian diuraikan dan dihubungkan dengan

penelitian.

95ygiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdlan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 47
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C.

Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang di gunakan peneliti.
Setelah data disajkan, kemudian peneliti melakukan penarikan
kesimpulan dari hasil penelitian tentang peran Dewan Pengawas Syariah

di BRI syariah kota Bengkulu.
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BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang
terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu
dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti
pengawas adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan
teliti. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur
tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah
(habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas)
yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya.
Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara
lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut
muamalah maliyah.™

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu Dewan yang sengaja
dibentuk untuk mengawasi jalannnya bank Islam sehingga senantiasa
sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.** Selain itu, Dewan
Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh
Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan

Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar

289

1 poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h.

12Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.
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di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang
ekonomi perbankan.
2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di indonesia terhadap
ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuhdan berkembang.
Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instusi lain, terutama bank
indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu
hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat indonesia 1992 sebagai bank
yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan
transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik
yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit
usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi
syariah takaful, dhompet dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.*®

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat
yang semakin besar. MUI pada fabruari 1999 telah membentuk DSN.
Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fugaha’) serta
ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun
non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam
mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instistusi keuangan syariah
agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk

lah Dewan Pengawas Syariah. Yang mana keberadaan Dewan Pengawas

¥ Muhammad Firdaus DKk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta:
Renaisan, 2007), h. 16
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Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang
menjamin bahwa kegiatan opersional institusi keuangan syariah sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Merajuk pada surat keputusan Dewan
Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah
bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan
penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).**

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan
(JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar
para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga
keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga
jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.™
Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan
implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam

Q.S. At-Taubah 9 : 105)

Ao~

Osiasadly Al sty a8lae W s akd ) glas) JE5

Osdazd 2538 Ly 2850308 50l il e L) 65305y

Artinya : “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang mukmin akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang

 Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme..., h. 16
1> Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat), h. 33

17



nyata lalu diberikannya kepaada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
(Q.S. AT-Taubah,9: 105).'

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia:

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI1/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Peraturan Bank Indonesia No0.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober
tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang
berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank
Indonesia No.7/35/PB1/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip
Syariah.

c. Peraturan Bank Indonesia No0.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang
perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.*’

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap

Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :
d. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan

Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Departemen  Agama, Al-Qur’an  dan  Terjemahan, (Bandung:  Penerbit
Diponegoro,2007). h. 204

" Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Pranada
Media, 2005). h.83
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e. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.

f. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.'®

4. Tugas Dewan Pengawas Syariah
Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan
suata lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip
syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengwas Syariah
berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan
Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal
yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu berfungsi juga sebagai
mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul
dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan

kajian dan fatwa dari DSN-MUI.*
Struktur Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan

Syariah:

'8 Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi.., h.83
197ainuddin. Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.
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Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat
dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.

Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja
manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan
kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan
produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan
berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan
setiap tahunnya.

Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan
tersebut.

Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang
dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting

dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan opersional perbankan

syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah

Nasional (DSN);

2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah

yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah

berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual

report) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;

3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada
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pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan
syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan,
sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada
Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di ibu
kota negara Indonesia, Jakarta;
4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan
membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang
diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang
baru dari bank syariah yang diussulkan itu sekali lagi diperiksa dan
difatwakan oleh DSN;
5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada
masyarakat;
6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan
syariah.”

Adapun kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu:
1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi
bagi pengawasan khusus perbankan syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga
perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus

berbasis keahlian;

% Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan..., h 79
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3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan
popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan
mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah;

4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang
diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam
pengawasan;

5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya,
jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan.
Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai
pekerjaan sambilan;

6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil
pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak
boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh
DPScenderung diabaikan;

7. Perbankan syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang
dibagikan;

8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena
ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah
dalam perbankan syariah;

9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan
hukum bisnis;

10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam

menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah;
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11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran. %

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah
kesalahan tentang kemampuan mencipta keuntungan, tetapi yang lebih
penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana
operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi
perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau
membuka Unit Usaha Syariah. %

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses
pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya
sekadar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada
pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu,
dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, tidak sedikit DPS sangat
jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun
mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format
dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk
menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan
margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan,
bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk
dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan
syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.?

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara

optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan

2! Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan..., h 81
22 |smail. Perbankan Syariah..., h. 50
2% |smail. Perbankan Syariah..., h. 50
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kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna
mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan
formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah
yang telah ditetapkan oleh DSN. Menurut Thoha Abdurrahman kewajiban
dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang
ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan,
bahka ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena
aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan
fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak
optimal. Memperhatikan hal demikian, dianjurkan jika ada Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu
pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan
komitmen vyang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.
Memperhatikan realitas demikian pada dasarnya, terdapat pihak-pihak
yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan
berkomitmen untuk memajukannya.®*

Dewan Pengawas Syariah bertugas mendiskusikan masalah-
masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat
ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan
ketentuan—ketentuan syariah islam. Agar dewan dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, dengan tetap berpijak pada fungsi amanah tersebut,

maka keanggotaanya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah

2 |smail. Perbankan Syariah..., h. 52
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dan sedikit banyak menguasai hukum dagang positif serta sudah
berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.?®
Pengawasan dilakukan oleh DPS pada bank-bank syariah yang ada.
Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di
dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di
Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan
sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi
manusia 24 jam sehari atau setiap detik tidak ada lengah. Didalam
melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:?®
1. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung.
Tidak tanggung-tanggung, yang menciptakan kita selalu bersama
dengan kita dimanapun dan kapanpun saja. Bila Kita bertiga, maka Dia
yang keempat. Bila kita berlima, maka Dia yang keenam sebagaimana

ayatnya :

u@@@\jw\uWJY\MJ&MMLY\ OV \:) ('J\
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang,
melainkan  Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah)
yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada
bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia
akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa

2> Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi.., h.83
% |smail. Perbankan Syariah..., h. 67
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yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Mujadilah 7).

Bahkan Allah SWT teramat dekat dengan kita yaitu lebih dekat dari

urat leher kita.

Jiasl 2 Ga 421) Q8T GRS
Artinya:“Dan  Kami lebih dekat kepadanya daripada urat

lehernya.”(QS. Qaaf 16).

2. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat.

Sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, salah satu tugas
malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia sebagaimana
dalam ayatnya :

Nad Qe o cpeolle y ge oSl L35 3
Artinya:“Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang
duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”(QS.

Qaaf 17).

3. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.
Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh kita seperti
tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki
kontrol terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan kesaksian

sebenarnya.

| 5318 Ly 2 JA )T 2glaiy aguonl G21855 2ga 3l Lo 2335 250d)
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O 5283
Artinya:*“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada
Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka

terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”(QS. Yaasiin 65).

Kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun saja
dari pengawasan Allah SWT. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiyat.
Tidak ada tempat untuk mengingkari Allah SWT. Yakinlah bahwa
perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan dipertanyakan oleh Allah
SWT dihari perhitungan kelak.?’

Dewan Pengawas Syariah berwenang:

a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari
operasional bank islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana
maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.

b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank islam yang telah
atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaan nya bertentangan
dengan ketentuan syariah .

c. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan ini sangat
tergantung kepada indepedensinya didalam membuat suatu putusan
atau penilaian yang dibutuhkan. Independesi dewan ini diharapkan
dapat dijamin karena:

d. Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk dibawah kekuasaan

administratif.

2" |smail. Perbankan Syariah..., h. 70
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e. Mereka dipilih oleh rapat umum pemegang saham, demikian juga
penentuan tentang hanorariumnya.
f. Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus
seperti halnya badan pengawas lainnya.?
5. Peran Dewan Pengawas Syariah
Dalam hal ini perlu adanya peran Dewan Pengawas Syariah, karena
peranan Dewan Pengawas Syariah posisinya sangat strategis didalam
menerapkan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Apabila
ditinjau dari Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/111/2001

mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005

bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah yang diberikan dari Dewan Syariah

Nasional adalah :

a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan
syariah

b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan
Syariah Nasional.

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan

Dewan Syariah Nasional.?

%%|smail. Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015), h. 33
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Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004
pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah
adalah :

a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk
yang dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan
operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-
kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan
Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.*

Secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga
perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat
penting dan strategis. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap
perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai
Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21
Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS.

h. 69

2 Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta:Ekonisia,2003),

% Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan..., h 71
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b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia.

c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi
kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.**

6. Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi Dewan Pengawas Syariah
Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank
Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun

1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah,

termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah”. Perbankan syariah atau
Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan
berdasarkan syariah (hukum) Islam. 2

Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama
Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut

dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan

3! Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan..., h 71
%2 Adrian Sutedi. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia
Indonesia, (Bogor:Cetakan Pertama,2009), h.88
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haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman
haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat
dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Pada UU no. 21 tahun 2008
tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut
jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah
Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah
yang dalam Kkegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang
dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah singkatan dari nama sebutan
lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata Balai

usaha Mandiri Terpadu.®

% |ska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi.
(Yogyakarta: Fajar Media. 2012), h. 140
3 Adrian Sutedi. Perbankan Syariah: Tinjauan dan..., h.89
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a.

Bank Umum Syariah, yaitu: PT Bank Syariah Mandiri, PT. Bank
Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah BNI, PT Bank Syariah
BRI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Jabar dan Banten, PT
Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria
Syariah, PT BCA Syariah, PT Maybank Indonesia Syariah.

Unit Usaha Syariah, yaitu: PT. Bank Danamon, PT. Bank Permata, PT.
Bank Internasional Indonesia (BIl), PT. CIMB Niaga, HSBC, Ltd, PT.
Bank DKI, BPD DIY, BPD Jawa Tengah (Jateng), BPD Jawa Timur
(Jatim), BPD Banda Aceh, BPD Sumatera Utara (Sumut), BPD
Sumatera Barat (Sumbar), BPD Riau, BPD Sumatera Selatan (Sumsel),
BPD Kalimantan Selatan (Kalsel), BPD Kalimantan Barat (Kalbar),
BPD Kalimantan Timur (Kaltim), BPD Sulawesi Selatan (Sulsel), BPD
Nusa Tenggara Barat (NTB), PT. BTN, PT. Bank Tabungan Pensiunan
Nasional (BTPN), PT. OCBC NISP, PT. Bank Sinarmas, BPD Jambi
Layanan Syariah (office Channeling), yaitu: UUS Bank Danamon, UUS
Bank Permata, UUS BIl, UUS Bank Tabungan Negara, UUS CIMB
Niaga, UUS BTPN, UUS HSBC, UUS BPD DKI, UUS BPD Banda
Aceh, UUS BPD Sumut, UUS BPD Riau, UUS BPD Sumbar, UUS
BPD Sumsel, UUS BPD Jateng, UUS BPD DIY, UUS BPD Jatim, UUS
BPD Kalsel, UUS BPD Kalbar, UUS BPD Kaltim, UUS BPD Sulsel,

UUS BPD Nusa Tenggara Barat, UUS OCBC NISP, UUS Bank
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Sinarmas, UUS BNI, UUS BPD Jabar dan Banten, UUS BEI, UUS
Bukopin, UUS IFI, UUS BRI, UUS Lippo, UUS BPD Jambi.*
7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang
anggota Dewan Pengawas Syariah.

2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun
dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia,
minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang
bersangkutan, atau telah merusak citra DSN. *°

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah Menurut Pasal 21 PBI NO.
6/24/PBI1/2004 anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi
persyaratan.

Anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit
banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-
kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS
mempunyai ketentuan sebagi berikut:

1. DPS bukan staff bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah
kekuasaan administrative

2. Mereka dipilih oleh RUPS

3. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS

%Atom, dikutip dari http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-
di-indonesia.html pada hari senin, tanggal 12 Februari 2019, pukul 20.42 WIB
% Muhammad. Manajemen Bank syariah.(Yogyakarta:APM-YKPN,2002), h.93
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4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya
badan pengawas lainnya Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1). Integritas, yaitu
a) Memiliki akhlak dan moral yang baik .
b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
operasional bank yang sehat.
d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2).Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
syariah muamalah dan pengatahuan dibidang perbankan dan keuangan
secara umum.
3).Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan
anggota dewan pengawas syariah kepada DSN. Permohonan tersebut

dapat disertai usulan nama-nama calon dewan pengawas syariah.
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2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat badan pelaksana harian
DSN.

3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada
pimpinan DSN.

4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai

anggota dewan pengawas syariah.’

Ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah
juga diatur dalam PBI No. 11/3/PB1/2009 yang menyatakan bahwa jumlah
anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau
1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada
prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota Dewan
Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan
syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi
anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai
anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua
perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Dewan
Pengawas Syariah diketuai oleh salah satu dari anggota Dewan Pengawas
Syariah bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban Dewan
Pengawas Syariah adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga

kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. *

37 Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:PT.Raja Gravindo Persada,2002), h.77
% Kasmir. Dasar-Dasar..., h.79
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Dewan Pengawas Syariah Sebelum menduduki jabatannya, maka
pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon
anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia agar pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dapat
diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri
anggota Dewan Pengawas Syariah juga wajib dilaporkan kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pmberhentian atau
pengunduran diri efektif Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan
pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan
sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut
baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah

disetujui Bank Indonesia. *

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas

Syariah

1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.

2) Membantu kelancaran tugas dewan pengawas syariah.

Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah:

1) Mengikuti fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).

2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan

oleh dewan syariah nasional (DSN).

h. 103

$7zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006),
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3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan
yang diawasi secara rutin, kepada Dewan syariah nasional, sekurang-

kurangnya dua kali dalam setahun.*°

0 Kasmir. Dasar-Dasar ..., h.79
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BAB Il

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Otoritas Jasa Keuangan

6.

Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil
alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.**

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden
Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli
2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian
Keuangan dan Bank Indonesia.*?

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi
Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai
31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi
dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan
Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas

Jasa Keuangan Tahap Il untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas

“0toritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29

Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

*2 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29

Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan
wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia.
Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih
dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai
dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Perluasan
fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015
Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM).
Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (destination
statement), antara lain:*
a. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya
saing.
b. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap
pemerataan kesejahteraan.
c. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan
konsumen yang kredibel.
Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisioner
dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota.

b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.

*3 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

39


https://www.ojk.go.id/

c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
h. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia.

i. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat Eselon | Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:*

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis |.

2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis
Il.

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan
Sektor Perbankan.

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan
Sektor Pasar Modal.

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang

Pengawasan Sektor IKNB.

* Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen
Risiko.

7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Staff Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputi Komisioner dan Kepala
Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik.
Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputi Komisioner
Pengawas Pasar Modal | dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1l. Di
bawah dua Deputi Komisioner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A,
Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan

Departemen Pengawasan PM 2B.

1. Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan
memiliki  fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan
industri keuangan non-bank.*

Selain itu, ada pula fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ujung
toimbak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Dalam sektor
perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain:*°
a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan

pengembangan sistem pengawasan bank.

** Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

*® Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.

c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.

d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.

e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.

f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap
penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang
perbankan.

g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak
sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.

h. Mengembangkan pengawasan perbankan.

i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.

j.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.*’

Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas

Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit

usaha syariah pada bank umum konvensional. Dalam sektor pasar modal,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem

pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pokok Otoritas Jasa

Keuangan pada sektor pasar modal antara lain:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.

2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.

*" Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

42


https://www.ojk.go.id/

3. Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal.

4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di
bidang Pasar Modal.

5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar
Modal termasuk Pasar Modal Syariah.

6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.

7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan
sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan
Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.

9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang
memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan
pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.

10.Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan
penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa
keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam
rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat
dan sektor jasa keuangan.*®

11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.
Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek,

*8 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan

profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektor pasar
modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, POJK Nomor
29/POJK.04/2017 tentang laporan Wali Amanat atau POJK Nomor
23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. Selain itu,
pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan
mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar
modal syariah. Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok

Otoritas Jasa Keuangan antara lain:*

1. Menyusun peraturan di bidang IKNB.

2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.

3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang
memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak
lain yang bergerak di IKNB.

5. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.

6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur

di bidang IKNB.

* Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.qo.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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8. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.*
Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga
pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa
penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan
keuangan non-bank syariah. Saat ini industri keuangan non-bank yang
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni financial
technology atau fintech. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas

Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat.

Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech
semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa
Keuangan. Dalam keterangan resminya, Ketua Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, POJK mengenai fintech
dikeluarkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menafikan kemajuan
teknologi di industri keuangan digital. Sehingga, diperlukan peraturan
yang mampu memayungi industri fintech sehingga dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.**

%0 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.go.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB

*! Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.go.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah

menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.

2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.

3. Pembentukan ekosistem fintech.

4. Membangun budaya inovasi.

5. Kewajiban perlindungan data konsumen.

6. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen
resiko yang efektif.

7. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan
inklusi dan literasi keuangan.

8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah,
akademisi dan innovation hub yang lain.

9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan
konsumen.

10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.

11. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor

jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum

yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri

%2 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.go.id/, pada hari Senin, tanggal 29
Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
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fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan
POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.™

B. BRI Syariah Bengkulu
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya
0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT

Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank

BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional

secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan

berdasarkan prinsip syariah Islam. >*

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir
mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk
kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima
(service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan
nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Thk di tengah-tengah industri

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti

53 Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari https://www.ojk.go.id/, pada hari Senin, tanggal 29

Juli 2019, Pukul 21.34 WIB
*BRI Syariah, Dikutip dari https://www.brisyariah.co.id/, pada hari Selasa, tanggal 2

Juli 2019, pukul 13.25 WIB
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logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan
masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah
Thk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.
Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan
putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19
Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank
BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1
Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku
Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak
Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk. *°

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah
a. Visi BRI syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan
finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk
kehidupan lebih bermakna.

b. Misi BRI syariah
1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan finansial nasabah.

> BRI Syariah, Dikutip dari https://www.brisyariah.co.id/, pada hari Selasa, tanggal 2
Juli 2019, pukul 13.25 WIB
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2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun
dan dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas

hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.*®

*® BRI Syariah, Dikutip dari https://www.brisyariah.co.id/, pada hari Selasa, tanggal 2
Juli 2019, pukul 13.25 WIB
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di Kota
Bengkulu
Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau
luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank
syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan
pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang
mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-
sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status
ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat
keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.®’

Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar
dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi
perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut. Menurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan: 1. Perusahaan yang
menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki
Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah; 2. Dewan Pengawas

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli

> Darsono, dkk. Perbankan Syariah di Indonesia, (Depok: Rajagrafindo,2017), h. 103
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syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-
kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Tanggung Jawab
Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam
perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam
pengawasan syariah pada perbankan syariah. >

Peneliti melakukan penelitian di Bank BRI Syariah dengan melakukan
wawancara kepada Bapak Merco sebagai berikut: Berapa kali Dewan
Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan. Adapun jawaban dari
informan sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan rutin, pengawasan itu dilakukan minimal

satu bulan sekali”™®

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS menurut
karyawan BRI Syariah sebagai berikut:

“DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan

prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena

peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di

Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam kedudukan DPS kuat dan

sebagian besar menentukan perkembangan bank-bank syariah dan
unit-unit usaha syariah”®

%8 Darsono, dkk. Perbankan Syariah..., h. 104

%9 Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30
Agustus 2019

% Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30
Agustus 2019
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Adapun cara DPS dalam menilai aspek syariah terhadap pedoman
operasional dan produk yang dikeluarkan maka informan menjawab
sebagai berikut:

“DPS berdasarkan AAOIFI  (Accounting and Auditing
Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan
standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan
seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini,
lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari
para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum
Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang
institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-
undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS
diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi
kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia
mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah”™

Mengenai kegiatan operasional dan produk bank yang tidak sesuai
dengan aturan syariah, maka inform menjelaskan bahwa”

“Kegiatan operasional dan produk bank semua sesuai dengan
aturan syariah karena DPS memiliki ilmu-ilmu keuangan dan
perbankan serta memiliki cukup pengalaman. Pelanggaran atas
syariah compliance itu biasanya akibat lemahnya pengawasan
DPS berdampak terhadap manajemen risiko bank. Jenis risiko
yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan
risiko kepatuhan 02

Adapun DPS memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional
bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah
sebagai berikut:

“Risiko reputasi akan muncul jika peran DPS tidak optimal dalam

melakukan pengawasan terhadap praktik syariah dan berakibat
pada pelanggaran syariah compliance. Hal ini berdampak

81 Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30
Agustus 2019

%2 Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30
Agustus 2019
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terhadap citra dan kredibilitas bank syariah hingga menurunkan

kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank syariah™®

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Perbankan
Syariah Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh
bank kepada nasabah mana pada umumnya tidak bertentangan dengan
prinsip syariah. Oleh karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan
sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank
akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Otoritas jasa Keuangan
Sebagai berikut: Adapun jumlah DPS di Kota Bengkulu, maka informan

menjawab sebagai berikut:

“DPS Minimal di dalam lembaga keuangan itu ada dua sampai

tiga orang, dimana salah satunya ditunjuk sebagai ketua 64

Kemudian informan menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah
(DPS) melakukan perannya terhadap perbankan yang ada di Kota

Bengkulu sebagai berikut:

“Secara general, DPS Sudah melakukan perannya. Karena DPS

sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi

. . . )’65
perbankan itu sendiri

% Merco, Account Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 30
Agustus 2019

% Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus
2019

% Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus
2019
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Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas

Syariah dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Melakukan pemeriksaan secara random kemudian melakukan
pengecekan benar atau tidaknya produk tersebut sesuai dengan

. . 66
prinsip syariah”

Mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap

penutupan BPRS Safir informan menjelaskan sebagai berikut:

“Tingkat kepatuhan di BPRS safir Bengkulu itu rendah, jadi DPS
tidak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. DPS melakukan
pemeriksaan berdasarkan sampel. Sedangkan pemeriksaan

populasinya kurang/ pemeriksaannya sangat limited.®’

Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Syariah Cabang Bengkulu,
terdapat beberapa persoalan dalam pengawasan bank syariah oleh DPS.
Kebanyakan DPS lebih memiliki kompetensi dalam bidang hukum
khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang
perbankan secara rinci. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan
dan juga konsentrasi peminatan yang dapat dilihat karya atau tulisan-
tulisan yang terkait dengan hukum ekonomi. Dalam hasil penelitian di BRI
Syariah, dari dua DPS yang bertugas. Secara umum bahwa DPS tentu

telah mengetahui seluk beluk perbankan mengingat pengetahuan dasar dan

2019

2019

% Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus

% Aulia Rahmawati, Staf Pengawasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus
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pembekalan sebelum menjadi DPS telah dijalani, namun pengetahuan
dasar tersebut tidak juga mudah memahami praktik-praktik perbankan
khususnya pada saat masuk pada persoalan-persoalan teknis, apalagi untuk
membuat sebuah produk baru. Dalam prakteknya, pihak perbankan
menerangkan apa Yyang terkait dengan persoalan-persoalan dan
perkembangan bank, setelah itu baru berdiskusi dan menyelesaikan

berbagai problematika perbankan.

Pelaksanaan supervisi oleh DPS belum semua sesuai dengantugas
pokok dan fungsi sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek pengawasan di BRI Syariah cabang Bengkulu dilakukan
secara berkala. Sedangkan metode pengawasan bersifat acak, tidak
ditentukan hal yang mana yang akan diperiksa tergantung pada situasai
atau masalah yang muncul saja sampai disini, belum semua tugas dan
fungsi dapat terjalankan dengan baik, walaupun pemeriksaan dan laporan
berkala tetap dilakukan. Walau demikian, secara umum bahwa hasil
pengawasan sangat dirasakan oleh pihak BRI Syariah Cabang Bengkulu
sehingga berdampak terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan bisnis

perbankan BRI Syariah secara umum.

. Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Di Kota Bengkulu
Mengenai proses pengangkatan DPS yang ditanyakan oleh peneliti

kepada informan, maka informan menjawab sebagai berikut:

55



“Pengangkatan DPS harus memiliki sertifikasi DPS kemudian
bank mengajukan kepada OJK, OJK melakukan proses Tanya
jawab, jika berkompetensi atau sesuai dengan klasifikasinya yang

harus dimiliki kemudian diangkat oleh bank"®®

Adapun Undang-undang mengenai berapa kali DPS melakukan

pengawasan adalah sebagai berikut:

“Menurut Undang-undang No 11/23/PBI/2009 DPS harus
melakukan pemeriksaan paling kurang satu kali dalam satu

bulan®®

Mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat

dilakukan dengan:

a. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota
DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama
calon DPS

b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian
DSN

c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan
kepada pimpinan DSN

d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai

anggota DPS Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur

% Aulia Rahmawati, Staf Pengwasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus
2019

% Aulia Rahmawati, Staf Pengwasan Perbankan, wawancara pada tanggal 29 Agustus
2019
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dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah

anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak

50% dari jumlah anggota direksi.”

Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi
anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan
syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi
anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-
banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah
lainnya. Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank yang
bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota
DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun
pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pmberhentian atau
pengunduran diri efektif Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam
praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama
penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara
lain; Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS
akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan
syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.

Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit,

akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis. Belum adanya mekanisme dan

" Muhammad Sadi, Perbankan..., h.98
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struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi
pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah Akibat dari ketiga
faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai
penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi
bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi
pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas sharia
review ex post auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif
untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah Di Indonesia
adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang

memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan.”*

™ Muhammad Sadi, Perbankan..., h.98

58



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di
BRI Syariah Kota Bengkulu, DPS bertanggungjawab untuk memastikan
semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.
Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para
ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS
diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi
kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi
peraturan dan prinsip-prinsip syariah

2. Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Di Kota Bengkulu,
Pengangkatan DPS harus memiliki sertifikasi DPS kemudian bank
mengajukan kepada OJK, OJK melakukan proses Tanya jawab, jika
berkompetensi atau sesuai dengan klasifikasinya yang harus dimiliki
kemudian diangkat oleh bank.Anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli
syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan
terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa

saran yang dapat diberikan kepada Bank Syariah dalam mempertahankan
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dan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah di BRI Syariah Cabang

Bengkulu:

1. Untuk peran DPS harus segera di efektifkan tugas dan perannya agar
kinerja dalam BRI Syariah Cabang Bengkulu dapat berjalan secara
maksimal.

2. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas Syariah. Seacara umum guna mengatasi kendala
pengawasan yang ada sebaiknya perlu di tingkatkan lagi seperti
hubungan koordinasi dari kedua belah pihak tersebut dan membuat

jadwal kegiatan DPS secara jelas agar berjalan maksimal.
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